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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Peran HMI Cabang Kediri periode 2019-2020 sebagai kontrol sosial 

dalam pembangunan nasional dalam perspektif hukum positif 

Berdasarkan temuan-temuan yang dilakukan selama penelitian, HMI 

Cabang Kediri periode 2019-2020 memiliki peran sebagai kontrol sosial 

dalam pembangunan nasional. Berdasarkan teori kontrol sosial yang telah 

disusun diatas, kontrol sosial merupakan merupakan suatu teori yang 

membahas terkait isu-isu bagaimana masyarakat dapat memelihara atau 

menumbuhkan kontrol sosial dan bagaimana cara memperoleh kesesuaian 

antara tindakan dengan aturan yang berlaku.
55

 Sedangkan pembagian 

kontrol sosial berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2 yaitu kontrol sosial 

preventif dan juga kontrol sosial represif.  

Kontrol sosial preventif merupakan suatu tindakan yang dilakukan 

oleh pihak yang berwajib sebelum terjadinya penyimpangan sosial. 

Preventif tersebut termasuk kontrol sosial, atau tindakan – tindakan yang 

dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Pada umumnya 

kontrol sosial preventif ini dilakukan dengan ajakan, bimbingan dan 

pengarahan. Sedangkan kontrol sosial represif merupakan suatu tindakan 

aktif yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap pelaku 
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pelanggaran dengan memberikan sanksi dengan tujuan memberikan efek 

jera kepada pelaku pelanggaran supaya tidak mengulangi kesalahan yang 

sama pada kemudian hari.
56

 

Peran kontrol sosial yang dilakukan HMI Cabang Kediri periode 

2019-2020 termasuk kedalam peran kontrol sosial preventif yang dilakukan 

untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran terutama pada pemuda. 

bentuk pencegahan terhadap pelanggaran yang dilakukan HMI Cabang 

Kediri periode 2019-2020 seperti latihan kader tingkat nasional, webinar 

nasional, pendidikan kebangsaan dan sebagainya yang bertujuan 

memberikan kesadaran terhadap masyarakat terkhusus kepada pemuda 

untuk selalu mengembangkan potensi diri dan mendorong masyarakan 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ketika masyarakat 

khususnya pemuda banyak melakukan hal-hal positif maka tingkat 

pelanggaran terhadap kejahatan pun juga semakin berkurang. Selain itu, 

bentuk peran sebagai kontrol sosial yang lain dilakukan HMI Cabang Kediri 

periode 2019-2020 sebagai wadah aspirasi masyarakat, sebagai pengkritik 

pemerintah dan juga sebagai sarana eduksi bagi masyarakat. 

Sebagai wadah aspirasi masyarakat sekaligus sebagai kritik 

pemerintah,HMI Cabang Kediri periode 2019-2020 melakukan berbagai 

aksi pengawalan terhadap isu-isu kebijakan nasional seperti aksi 

pengawalan terhadap RUU PKS, RUU KUHP, RUU KPK dan sebagainya. 
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Berbagai aksi tersebut dilakukan oleh HMI Cabang Kediri periode 2019-

2020 dalam rangka sebagai wadah aspirasi masyarakat yang memiliki 

keresahan akan adanya kebijakan-kebijakan yang akan merugikan 

masyarakat, berbagai aksi tersebut dilakukan berdasarkan kajian yang 

dilakukan HMI Cabang Kediri periode 2019-2020 dengan melibatkan 

elemen masyarakat dan juga organisasi kepemudaan lainnya. Berdasarkan 

hasil kajian tersebut, ditemukan banyak ketidak adilan akan kebijakan-

kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat. 

Aksi-aksi pengawalan terhadap berbagai isu-isu nasional yang 

dilakukan oleh HMI Cabang Kediri periode 2019-2020, dilakaukan juga 

dalam rangka kesadaran akan posisi HMI Cabang Kediri periode 2019-2020 

sebagai pengkritik pemerintah. Kritikan tersebut dilakukan sebagai Cheks 

and balances atau kontrol terhadap kebijakan pemerintah, agar dalam setiap 

kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan yang diharapkan 

oleh masyarakat. Selain sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat dan juga 

pengkritik pemerintah, HMI Cabang Kediri periode 2019-2020 juga sebagai 

sarana edukasi bagi masyarakat. Sebagai sarana edukasi bagi masyarakat 

HMI Cabang Kediri periode 2019-2020 melakukan webinar-webinar 

nasional yang mana memberikan penyadaran dan juga pengetahuan-

pengetahuan bagi masyarakat. 

Peran-peran sebagai kontrol sosial diatas sesuai dengan hukum yang 

berlaku di Indonesia atau sering dikenal dengan hukum positif. Menurut 

Bagir Manan ”hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hu- kum 
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tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat 

secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau 

pengadilan di Indo- nesia”. Deskripsi hukum positif yang demikian 

memberikan pengertian, bahwa hukum po- sitif terdiri atas hukum tertulis, 

dalam arti hukum yang sengaja diadakan oleh lembaga atau organ yang 

memiliki otoritas untuk membentuk hukum, dan hukum yang terbentuk 

dalam proses kehidupan masyarakat tanpa melalui penetapan oleh lembaga 

atau organ yang memiliki otoritas membentuk hukum.
57

 Salah satu sumber 

hukum positif di Indonesia adalah undang-undang. Undang-undang yang 

mengatur tentang peran pemuda sebagai kontrol sosial adalah undang-

undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. 

Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan tepatnya 

pada pasal 17, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasannya peran pemuda 

sebagai kontrol sosial meliputi: 

a. Memperkuat wawasan kebangsaan 

b. Membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak dan kewajiban 

sebagai warga negara 

c. Membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan 

hukum 

d. Meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik 

e. Menjamin transparasi dan akuntabilitas publik dan /atau 
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f. Memberikan kemudahan akses informasi
58

  

Dalam hal memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan 

kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warganegara, 

serta memberikan kemudahan akses informasi, HMI Cabang Kediri periode 

2019-2020 melakukan kegiatan webinar serta pelatihan-pelatihan tingkat 

nasional. Kemudian kegiatan seperti reboisasi, aksi pengawalan RUU KPK, 

aksi pengawalan RUU PKS, audiensi dengan para stakeholder, termasuk 

bentuk peran HMI Cabang Kediri periode 2019-2020 dalam hal 

membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, 

peningkatanpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik dan menjamin 

transparansi dan akuntabilitas publik.  

Peran-peran kontrol sosial yang dilakukan oleh HMI Cabang Kediri 

periode 2019-2020 akan memiliki dampak positif, terkhusus dalam 

pembangunan nasional. Menurut Mohammad Ali, pembangunan 

berkelanjutan merupakan sebuah proses pemenuhan kebutuhan manusia 

sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan manusia dimasa mendatang.
59

 

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan, maka 

diperlukan pemenuhan salah satu syarat pembangunan yang berkelanjutan, 

syarat tersebut yaitu penjaminan adanya kesempatan yang merata serta adil 

bagi semua orang. 
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Pembangunan berkelanjutan juga sering diartikan sebagai perbaikan 

kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi yang disesuaikan dengan 

dukungan kapasitas lingkungan ( carryng capacity ). Pembangunan di 

Indonesia, dapat dinilai dengan beberapa indikator yang dapat dijadikan 

sebagai tolak ukur pembangunan. Secara makro, capaian pembangunan 

ekonomi dan sosial dapat diukur dengan indeks pembangunan manusia 

(IPM), indeks pembangunan manusia sendiri merupakan gabungan antara 3 

indikator yaitu indikator kesehatan, indikator pendidikan dan indikator daya 

beli.
60

  

Peran-peran yang dilakukan HMI Cabang Kediri periode 2019-2020 

lebih banyak memfokuskan pada aspek sosial, yaitu pada pembangunan 

kualitas sumber daya manusia yang unggul. Pembangunan sumberdaya yang 

unggul dilakukan HMI Cabang Kediri periode 2019-2020 dengan cara 

memberikan pelatihan-pelatihan nasional dengan tujuan mengembangkan 

potensi pemuda, melakukan berbagai aksi terhadap berbagai isu-isu 

kebijakan nasional dengan tujuan menumbuhkan sikap kritis masyarakat 

akan kebijakan-kebijkan yang ada, serta webinar-webinar nasional dengan 

tujuan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi 

masyarakat terkhusus untuk para pemuda. 

Keterlibatan HMI Cabang Kediri periode 2019-2020 dalam 

pembangunan nasional juga didasari dengan adanya kesadaran 

tanggungjawab pemuda dalam pembangunan nasional sesuai dengan pasal 
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19 undang-undang nomor 40  tahun 2009 tentang kepemudaan. Dalam pasal 

tersebut dijelaskan bahwasannya tanggungjawab pemuda dalam 

pembangunan nasional meliputi: 

a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara 

b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia  

c. memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;  

d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;  

e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;  

f. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau  

g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa 

Berdasarkan peran-peran yang telah dipaparkan diatas maka dapat 

dikatakan bahwasannya, peran-peran kontrol sosial yang dilakukan HMI 

Cabang Kediri periode 2019-2020 sudah memenuhi tanggungjawab dalam 

pembangunan nasional lebih khususnya pada pelaksanaan konstitusi, 

demokrasi dan tegaknya hukum serta peningkatan kecerdasan masyarakat. 

 Dari uraian-uraian diatas menunjukan bahwasannya HMI Cabang 

Kediri periode 2019-2020 memiliki peran-peran sebagai kontrol sosial 

dalam pembangunan nasional yang selaras dengan undang-undang nomor 

40 tahun 20009 tentang kepemudaan. 
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B. Peran HMI Cabang Kediri periode 2019-2020 sebagai kontrol sosial 

dalam pembangunan nasional dalam perspektif Fiqih siyasah 

Peran HMI Cabang Kediri periode 2019-2020 sebagai kontrol sosial 

dalam pembangunan nasional selain dapat ditinjai dari perspektif hukum 

positif juga dapat ditinjau dari perspektif fiqih siyasah. siyasah menurut 

Abdul Wahab Khallaf yaitu perundangan yang diciptakan untuk memelihara 

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan menurut 

Louis Ma‟luf lebih memberikan batasan terkait fiqih siyasah yaitu membuat 

maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. 

Sedangkan Ibn Manzhur mendefenisikan Siyasah sebagai mengatur atau 

memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada 

kemaslahatan. 

Penjelasan lain siyasah yaitu dijelaskan di dalam Al- Munjid, dalam 

Al-Munjid siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan 

membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti 

ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar 

negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan 

dan istiqomah.
61

 Dari beberapa penjelasan   tersebut dapat disimpulkan 

bahwasannya siyasah adalah penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan 

dengan unsur pengendalian, pengaturan, pelaksanaan administrasi dan 

pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat. Mengenai 

penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan fiqih siyasah dibagi 
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berdasarkan ruang lingkup atau bidang-bidang kenegaraan. Ruang lingkup 

fiqih siyasah menurut muhammad iqbal, T. M. Hasbi Ash Shiddieqy 

membagi ruang lingkup fiqih siyasah menjadi delapan bidang, delapan 

bidang sebagai berikut : 

a. kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah 

Dusturiyyah Syar‟iyyah) 

b. kebijaksanaan tetang penetapan hukum (Siyasah Tasyri‟iyyah 

Syar‟iyyah) 

c. kebijaksanaan peradilan (Siyasah Qadha`iyyah Syar‟iyyah) 

d. kebijaksanaan ekonomi dan moneter (Siyasah Mâliyyah Syar‟iyyah) 

e. kebijaksanaan administrasi negara (Siyasah Idariyyah Syar‟iyyah) 

f. kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (Siyasah 

Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyyah) 

g. politik pelaksanaan undang-undang (Siyasah Tanfîdziyyah 

Syar‟iyyah) 

h. politik peperangan (Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah).
62

 

Dari penjelasan mengenai fiqih siyasah tersebut maka peran HMI Cabang 

Kediri periode 2019-2020 termasuk kedala ruang lingkup fiqih siyasah dusturiyah. 

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah 

perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep 

konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan 

dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), 
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lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-

undangan tersebut.
63

  Salah satu cangkupan fiqih siyasah dusturiyah lebih 

tepatnya masuk kedalam salah satu ruang lingkup fiqih siyasah yaitu bidang 

siyasah tasyri‟iyah, yang termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa al ‟aqd, 

perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu 

negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, 

peraturan daerah dan sebagainya. 

Peran-peran HMI Cabang Kediri periode 2019-2020 sebagai kontrol sosial 

seperti pengawalan aksi terhadap RUU PKS, RUU KUHP, RUU KPK dan 

sebagainya termasuk kedalam siyasah tasyri‟iyah yang termasuk penyampaian 

aspirasi masyarakan kepada pemimpin, selain itu peran-peran kontrol sosial yang 

dilakukan HMI Cabang Kediri periode 2019-2020 sesuai undang-undang nomor 

40 tahun 2009 tentang kepemudaan, masuk dalam bidang siyasah tasyri‟iyah 

karena dalam siyasah tasyri‟iyah juga membahas terkait pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan. 
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